
t,
.,

G}UBERNI'R NUSA TEI| GIGARA TIMI'R

PERATURAN GUBEINU" 
XXiffi ?tff"RA 

rIMUR

TENTANG
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GUBERI{UR NUSA TENGC}ARA TIMUR'

Menlmbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa

Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dar: Susunan Perangkat Daerah- Provinsi

r.l,r*" i""gg"ra Timur sebagaimana telah diubah_ _dengan
p"r"ir-,."""6"erah provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor I

r"ht" iois tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

proult 
"i ll"*a Tenftara Timur Nomor 9 Tahun 2o06

a"r,.u"* Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

proui.Si Nt'"" ft"gg"ta Timur' telah ditetapkan Perangkat

Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

b' bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi

Nu"a- i""gg"'a Timur Nomor 9 Tahun 2O16 tentang

PembentukandansusunanPerangkatDaerahProvinsi
ttl-r"" 

--f"ttggara Timur dan Perubahannya' ketentuan

mengenai litdt'drlttAtt' susunan organisasi' tugas dan

f,,"g?i, tttt" tata kerja Perangkat daerah dan unit keda di

Uu-ut"tyu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dararnt,u.of"danhurufb,perlumenetapkanPeraturan
G"b;;;;; ;;"tang Kedudukan' Susunan organisasi' Tugas

4"" p""g"i S"tta f"t" Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan

Ralcyat Olaerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat :' 1. Undang-Undang- Nomor 64 Tahun 1958 centang

p"*U"it'-tt""Daerah-daerahTingkatlBali'Nusa
T"dg-; Barat dan Nusa Tenggara Timur 

- 
(Lembaran

Negara Republik Indonesra Tahun 1958 Nomor 115'

t"*fJ"" Lmbaran Negara Republik Indonesia Nomor

r64el;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang

p"*u"ittft" ieraturan Perundang-undangan- (Lembaran

Ntg;;--R"ptblik Indonesia Tahun 2oll Nomor 82'

ru'itUtt'*" Lmb"ran Negara Republik Indonesia Nomor

szs+l; !



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnba!;.an Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

tel;h diub;h beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2O15 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
- 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara"Republik Indonesia Tahun 20 15 Nomor 2036);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018

tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat

Daer.li (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2o 18

Nomor 1539);

7. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

1t "*U"ar.tt 
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun

)016 No-o. 009, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi

Nusa Tenggara Timur Nomor 0082) sebagaimana telah

diubah aengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara

Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9

Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

(Lemb-aran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun

i019 No-o. 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi

Nusa Tenggara Timur Nomor 0102);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN

ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur'
2 Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai

unsur penyelenggara pemerintahan daerah'

3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Tirnur ' !

Menetapkan:
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4.

6.

7.

8.

9.

10.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur'
sekretaris Daerah adalah sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara

Timur.
Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut
sekretaris adalah sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi

Nusa Tenggara Timur.
Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Sekietariat Dewan perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretariat Dewan

Perwakilan Ralryat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur'
Tata Kerja adaLah rangkaian pekerjaan yang tersusun secara sistematis,

tahap dlmi tahap sebagai pedoman pelaksanaan kerja yang harus

ditempuh dalam rangka penyelesaian setiap pekerjaan
Keiompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan
tugas, tanggungiawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil

aJrm "atuan 
organisasi yang pelaksanaan tugasnya didasarkan pada

keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri'

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan
pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD'

Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh

Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan

secara administratif bertanggung jawab kepada Gubernur melalui
Sekretaris Daerah.

(1)

(2)

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

(1) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), terdiri
atas :

Sekretaris DPRD;
Bagian Umum;
Bagian Persidangan, Humas dan Produk Hukum Daerah;
Bagian Keuangan;
Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas
Sub Bagian-sub bagian :

a. Sub Bagian Tata Usaha, Kepegawaian dan Keanggotaan Dewan;
b. Sub Bagian Rumah Tangga dan Urusan Dalam; dan
c. Sub Bagian Protokol dan Perjalanan.

Bagian Persidangan, Humas dan Produk Hukum Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas Sub Bagian-sub bagian :

Sub Bagian Produk Hukum Daerah dan Dokumentasi;
Sub Bagian Persidangan dan Alat Kelengkapan Dewan; dan
Sub Bagian Humas dan PubLlkasi. !
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a.
b.

d.

a.
b.
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(4) Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri
atas Sub Bagian-sub bagian :

a. Sub Bagian Anggaran;
b. Sub Bagian Administrasi Keuangan; dan
c. Sub Bagian Verifikasi dan Akuntansi.

Masing-masing Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.

Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

Pasal 4

Bagan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur
ini.

Ketentuan mengenai uraian tugas masing-masing jabatan pada
Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) diatur
dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (I\,
mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan
keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta
menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh
DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (l),
Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi :

penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan
penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh
DPRD.

BAB V

JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 6

Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Sekretariat DPRD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Sekretariat DPRD sesuai keahlian dan kebutuhan.

Pasal 7

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
terdiri atas sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam
berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(21 Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dipimpin oleh seorang tenaga senior yang ditunjuk oleh Gubernur atas
usul Sekretaris. 4(z

(s)

(6)

(1)

(21

(i)

(2)

b.

d.



(3) Jumlah dan jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang diatur sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris DPRD wajib menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik dalam lingkungan
sendiri maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugasnya masing-
masing.

Pasal 9

(1) Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dalam
melaksanakan tugasnya harus berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(21 Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (i), berkewajiban
memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan
dari unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam
lingkungan kerjanya.

Pasal 1O

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam iingkungan Sekretariat DPRD wajib
mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar
mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 11

Sekretaris DPRD diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesual
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat DPRD diangkat
dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap
melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan pejabat yang baru
berdasarkan Peraturan Gubernur ini. p

(1)

(21
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BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur
Nusa Tenggara Timur Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

organisasi-lTugas dan Fungsi serta Tata Kerja sekretariat Dewan Perwakilan

Ralyat Daerah provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa

Tenigara Timur Tahun 2016 Nomor 051) dicabut dan dinyatakan tidak

berlaku.

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan'

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa

Tenggara Timur.

Ditetapkan di KuPang
pada tanggal

U GUBERNUR
4 J*ttrt*? 2or9

NUSA TENGGARA TIMUR,

,,VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Diundangkan di KuPang
pada tanggal AJ OiA{oq4zl 2OL9

SEKRETARIS DAERAH

f enovrxst NKA TENGGARA TIMUR,I,

-,
POLO MAING

PROVINSI NUSATENGGARATIMURTAHUN 2019 NOMOR 3



LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMT,R
NOMOR .3 TAHUN2019
TANGGAL lxl ,1fttoUAP| 2019

BAGIIN STRUKTI'R ORGANISASI
SEKRETARIAT DEVIAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAII

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMITR

P cunennu* *utf tff 
"YARA 

rIMUR

u/

KDLOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

BAGIAN
KEUANGAN

BAGIAN
PERSIDANGAN, HUMAS
DAN PRODUK HUKUM

DAERAH

SUB BAGIAN
ANGGARAN

SUB BAGIAN
PRODUK HUKUM DAERAH

DAN DOKUMENTASI

SUB BAGIAN
TATA USAHA,

KEPEGAWAIAN DAN
KEANGGOTAAN DEWAN

SUB BAGIAN
ADMINISTRASI

KEUANGAN

SUB BAGIAN
PERSIDANGAN DAN ALAT
KELENGKAPAN DEWAN

SUB BAGIAN
RUMAH TANGGA DAN

URUSAN DALAM

SUB BAGIAN
VERIFIKASI DAN

AKUNTANSI

SUB BAGIAN
HUMAS DAN PUBLIKASI

SUB BAGIAN
PROTOKOL DAN

PERJALANAN

AVIKTOR BUNGTILU LNSKODAT

BAGIAN
UMUM


